| BUPATI SOLOK

' PROVINSI SUMATERA BARAT

' PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGjAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah | Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubaﬁaan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan |Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusif;

3

Ung{ang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Un:i‘ang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
In(é:%nesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
seb{*&gaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 "centang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Meruadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemlndahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah
Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4447);







Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Inddnesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402},

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urufssan Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN | KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA.

BAB I
| KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

Dalam F?eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Bupati adalah Bupati Solok.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Solok.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah
yang E&nenjadi kewenangan Daerah.

3. Badap adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumt?er Daya Manusia Kabupaten Solok.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan
Penggmbangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Solok.



-

(1)

(6)

(7)

Jabaﬂan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisb; fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

. Unit | Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Badan.

: BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

‘ Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan
pemierintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
olemj Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bert‘pnggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

‘ Pasal 3
Susuinan organisasi Badan terdiri atas:
a. sTkretariat;
b. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi
képegawaian;
c. bidang pengembangan, mutasi dan promosi;
d. bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
dan
e. UPTD.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan
bert‘ nggungjawab kepada Kepala Badan.
Sek‘{etariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a membawahi subbagian umum dan kepegawaian dan
subbagian perencanaan dan keuangan.
Subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian
perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
sekretaris.
Bidaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢ dan huruf dmasing-masing dipimpin oleh
kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
Pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢ dan huruf d terdapat kelompok
Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang
berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada
pejabat administrator.
Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
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(8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(9) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

‘ Pasal 4
Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4,‘ Badan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknisdi bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

C. pemaﬁntauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuqi dengan ketentuan peraturan perundang-
undargan.

| Bagian Kedua
| Sekretariat

‘ Pasal 6
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas mengelola urusan administrasi
umum ldan kepegawaian, urusan keuangan, urusan

perencanaan dan pelaporan.
1

| Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyisunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan program dan anggaran pengembangan
sume daya manusia aparatur;
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b. pengg¢lolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan

keuapgan;

c. penge¢lolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan
dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan
dokumentasi;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan
jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil
neganfa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuéi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

; Pasal 8
Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas
melaksajmakan urusan tata usaha, rumah tangga,
kehumqsan, protokol dan  ketatalaksanaan serta
kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8L subbagian umum dan kepegawaian mempunyai
fungsi: |

a. pelaksanaan urusan persuratan;

b. pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;

c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

d. pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi;

e. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

f. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,

pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja
aparatur sipil negara; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10

Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan
anggaran serta penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal |10, subbagian perencanaan dan keuangan
mempunyai fungsi:

4. peényusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

C. pengelolaan data dan menyusun laporan kinerja
Badan;

d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan
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pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan,
perhendaharaan dan pembukuan keuangan;

e. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan
keuangan;

f. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

| Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
| Kepegawaian

Pasal 12
Bidang | pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegaﬁaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam | merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
evaluasi serta pelaporan pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian.
: Pasal 13
Dalam ¢elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan
informasi;
b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan,;
c. penyelenggaraan pengadaan pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi
peml‘){rhentian;

e. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi
pemberhentian;

f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;

. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

. pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi aparatur sipil

negara;

i pelak%anaan evaluasi dan  pelaporan kegiatan
pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi;
dan |

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

jmpltie)

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi

| Pasal 14
Bidang pengembangan, mutasi dan promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pengembangan, mutasi dan promosi.




Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, bidang pengembangan, mutasi dan promosi

mempunyai fungsi:

pen@musan kebijakan mutasi dan promosi;

penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;

pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;

peldksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

mutasi dan promosi;

perumusan kebijakan pengembangan pegawai;

pengoordinasian dan kerja sama pelaksanaan seleksi

jabdtan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan pegawai; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

o0 o
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Bagian Kelima
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

\

| Pasal 16
Bidang | penilaian kinerja aparatur dan penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d,
mempunyai tugasmembantu Kepala Badan dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan
pelaporén penilaian kinerja aparatur dan penghargaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal |16, bidang penilaian kinerja aparatur dan

penghargaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan penilaian kinerja dan

penghargaan;

b. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja

dan penghargaan;

pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja;

. pelakisanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;

pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;

pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja
dan penghargaan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat
dibentuk UPTD pada Badan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam rﬁelaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan
Badan |menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi.

: Pasal 20

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian
dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan
sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan
masing-masing untuk  mewujudkan terlaksananya
mekaniéme akuntabilitas publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan dan  pelaporan  yang
terintegrasi.

‘ Pasal 21
Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian
dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib
menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara
berjenjang.

‘ Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, sekretaris dan
kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat ladministrasi yang terdampak penyetaraan jabatan
tetap melaksanakan tugas dan fungsi terhitung sejak
tanggal | pelantikan sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Solok | Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati [Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016
tentang| Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi | serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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| Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal \S Oesceciox— 2023

BUPATI SOLOK,

| dto
i

| EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal \®@ Daser~oz 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK, |

MEDISON
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BRIZALDI
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